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Analisis Efektivitas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Berbasis 
Potensi dan Target di Kota Makassar Tahun 2015-2016 
 
Analysis of the Effectiveness of Bea Acquisition of Land and Building 






Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pertumbuhan, potensi, dan 
efektivitas BPHTB berbasis potensi dan target di Kota Makassar tahun 2015-
2016. BPHTB merupakan komponen Pendapatan Daerah yang memiliki 
kontribusi tertinggi. Data diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Makassar. Jenis penelitian adalah deskriptif. Data yang digunakan adalah data 
primer dan sekunder.  Hasil analisis menunjukkan pertumbuhan penerimaan 
BPHTB tahun 2015 mengalami penurunan sebesar -1,69%, sedangkan tahun 
2016 mengalami peningkatan sebesar 25,16%. Efektivitas BPHTB berbasis 
target tahun 2015 dan 2016 tergolong kurang efektif dengan persentase masing-
masing 65,85% dan 65,18%, sedangkan efektivitas berbasis potensi sudah 
cukup efektif dengan persentase masing-masing 82,23% dan 87,96%. 
Rendahnya tingkat efektivitas penerimaan BPHTB disebabkan oleh terlalu 
tingginya target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, kecurangan melalui 
sistem self assessment, tingginya tingkat suku bunga, dan banyaknya proyek 
delevoper yang ditargetkan selesai ternyata belum sepenuhnya selesai. 
 
 
Kata Kunci: Pertumbuhan, Potensi, Efektivitas, Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan 
 
This study aimed to analyze rate of growth, the potential, and the effectiveness of 
BPHTB based on potential and target in 2015-2016 at Makassar City. BPHTB is 
Regional Income’s component that has the highest contribution. Data obtained 
from Regional Revenue Office of Makassar. Type of this research is descriptive. 
Data used is primary and secondary data. Analysis results showed the growth of 
BPHTB in 2015 has decreased by -1,69%, while in 2016 increased by 25,16%. 
Effectiveness of BPHTB based on target in 2015 and 2016 has been less 
effective with percentage at 65,85% and 65,18%, while effectiveness based on 
potential has been quite effective with percentage of 82,23% and 87,96%. The 
low level of BPHTB’s acceptance is due to too high targets set by the local 
government, fraud on self assessment system, high interest rates, and a lot of 
unfinished developer’s project which targeted to complete in first place. 
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1.1 Latar Belakang 
Sejak dulu tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia 
sehari-hari dan merupakan kebutuhan hidup manusia yang mendasar. Manusia 
hidup, berkembang biak, serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap 
saat manusia berhubungan dengan tanah. Dapat dikatakan, hampir semua 
kegiatan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya berhubungan dengan tanah. 
Berbagai upaya dilakukan oleh manusia untuk dapat menguasai tanah dan 
tentunya mempertahankannya juga dari pihak lain. Tanah menjadi suatu 
kebutuhan setiap orang.  Hal ini mendorong setiap orang untuk dapat memiliki 
dan menguasai tanah yang dibutuhkannya. 
Dewasa ini kehidupan ekonomi masyarakat telah membuat tanah menjadi 
komoditas dan faktor produksi yang dicari oleh manusia. Selain sebagai salah 
satu sumber produksi, tanah bagi kebanyakan orang merupakan simbol status 
yang penting untuk menunjukkan "keberadaan" seseorang. Semakin banyak 
bidang tanah yang dimiliki dan semakin luas tanah yang dimiliki seseorang maka 
menunjukkan bahwa orang tersebut semakin "berada" dan dihormati orang lain.  
Selain tanah, bangunan juga merupakan benda yang penting bagi 
manusia. Bangunan yang berbentuk rumah tinggal memberikan manfaat bagi 
pemiliknya dengan melindunginya dari panas dan hujan, serta tempat 
beraktifitas. Bangunan juga memberikan status sosial bagi pemiliknya sehingga 
pemilik bangunan selalu berupaya membangun bangunan dengan bentuk, 
material, dan konstruksi yang unik sehingga membedakannya dengan bangunan 




Sebagai properti yang penting bagi manusia, tanah dan bangunan dapat 
dialihkan oleh pihak yang memiliki atau menguasai tanah dan bangunan kepada 
pihak lain yang menginginkannya. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk 
mengalihkan pemilikan tanah dan bangunan, antara lain dengan jual beli, hibah, 
warisan, tukar-menukar, dan membeli dalam lelang. Apapun cara yang 
dilakukan, setiap peralihan tanah dan bangunan tersebut akan dikenakan Pajak 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang 
dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak 
atas tanah dan bangunan adalah perbuatan hukum yang mengakibatkan 
diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan (Diana 
dan Setiawati, 2010:715). Perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat berupa 
pemindahan hak dan pemberian hak baru. 
Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, Pajak BPHTB resmi dan sah dijadikan sebagai pajak 
daerah dan akan dikelola langsung oleh daerah. Seiring dengan adanya otonomi 
daerah melalui pola desentralisasi fiskal, pajak BPHTB telah resmi sepenuhnya 
menjadi pajak daerah yang berlaku mulai  tanggal 1 Januari 2011.  Dengan 
demikian, per tanggal 1 Januari 2011 Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP 
Pratama) sudah tidak lagi melayani pengelolaan pelayanan BPHTB, sehingga 
wajib pajak yang  akan melaporkan pembayaran BPHTB sehubungan dengan 
proses transaksi properti yang dilakukannya akan langsung ditangani oleh 
Pemerintah Kabupaten/Kota setempat. 
Dialihkannya BPHTB menjadi pajak daerah tingkat kabupaten/kota, 
tentunya dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah. Pendapatan 




dan dapat menurunkan tingkat kemiskinan daerah. Hal ini dikarenakan 
pemungutan pajak tersebut dinilai lebih efektif jika diserahkan pada pemerintah 
daerah, sebab mereka tahu apa yang terbaik untuk daerahnya dan juga 
didukung dengan adanya hubungan antara pembayar pajak dengan penikmat 
pajak. Pajak yang dibayar dapat langsung dinikmati oleh masyarakat daerah 
karena digunakan untuk pembangunan daerah.  
Selain itu, dampak positif dari adanya pengalihan pajak ini yaitu karena 
BPHTB merupakan salah satu pajak dengan penerimaan/realisasi tertinggi. Hal 
tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
Tabel 1.1 
Perbandingan Realisasi Pajak Daerah Kota Makassar Tahun 2012-2014 
No Jenis Pajak 2012 (Rp) 2013 (Rp) 2014 (Rp) 
1 Hotel 37.706.161.036 44.517.581.343 50.533.548.736 
2 Restoran 42.965.891.390 52.029.379.299 70.900.530.494 
3 Hiburan 13.677.812.213 16.305.722.524 18.454.185.873 
4 Reklame 19.067.461.127 19.681.419.591 19.859.383.752 




252.151.402 311.635.122 329.639.755 
7 Parkir 6.131.708.518 9.913.381.695 12.165.760.697 




10.835.000 14.675.000 8.945.000 
10 BPHTB 175.669.064.737 172.173.712.433 153.177.248.649 
11 PBB Sektor P2 - 88.926.302.269 96.642.731.274 
TOTAL 388.445.926.266  518.706.710.508  561.684.151.010  
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
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Berdasarkan tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa BPHTB merupakan 
pajak dengan kontribusi tertinggi terhadap pendapatan pajak daerah yang 
merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota 
Makassar. Jumlah penerimaan/realisasi BPHTB merupakan yang tertinggi 
dibanding pajak daerah lainnya. Karena memiliki pengaruh yang material 
terhadap PAD, maka BPHTB merupakan pajak yang menjadi perhatian khusus 
Pemerintah Daerah Kota Makassar. 
Pemungutan BPHTB mengacu pada Peraturan Daerah Kota Makassar 
No. 3 Tahun 2010 yang mengatur Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan sebesar  5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP). 
NPOPKP diperoleh dari hasil pengurangan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) 






































































































tidak diketahui atau lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), maka yang 
yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak ialah NJOP Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB). 
NJOP di Kota Makassar seringkali tidak sesuai dengan harga pasar. 
Harga pasar dari tanah dan/atau bangunan biasanya jauh lebih tinggi daripada 
NJOP yang tertera pada PBB. Menyikapi hal tersebut, per tanggal 1 Agustus 
2016 Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Makassar bersama dengan Notaris atau 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mewakili Wajib Pajak, menyepakati bahwa 
tarif BPHTB sebesar 5% mengacu pada NJOP ditambah 30%. Tambahan 
perhitungan BPHTB ditambah 30% merupakan usulan dari PPAT yang 
dikemukakan saat rapat koordinasi dengan Pemda Kota Makassar (Rahmat, 
2016). Skema perhitungan ini dimaksudkan untuk menggenjot Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) dari segmen tersebut, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang 
cenderung tinggi di Kota Makassar. 
Selain NJOP yang rendah, terdapat banyak celah yang dapat 
dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menghindari atau mengurangi pembayaran 
BPHTB-nya. Pola penarikan BPHTB yang menggunakan self assessment system 
adalah salah satunya. Sistem ini memberi wewenang kepada wajib pajak untuk 
menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Sistem inilah yang kerap 
dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk menghindari kewajiban pembayaran BPHTB 
sesuai dengan besaran nilai transaksi. Maraknya  kasus pelanggaran tersebut 
mengakibatkan penerimaan BPHTB yang seharusnya bisa lebih efektif menjadi 
tidak efektif 
Efektivitas penerimaan BPHTB dapat diketahui dengan cara 
membandingkan realisasi penerimaan dengan target yang dikeluarkan oleh 




pada satu sisi menunjukkan bahwa target penerimaan BPHTB tiap tahun selalu 
naik, sementara realisasi penerimaan BPHTB masih belum bisa optimal akibat 
terjadinya pelanggaran dari Wajib Pajak. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan 
seberapa besar efektivitas BPHTB jika didasarkan pada potensi riil. Apakah 
efektivitasnya lebih tinggi atau justru lebih rendah. 
Potensi riil pendapatan suatu daerah dapat diketahui dengan melakukan 
identifikasi dan perhitungan potensi. Perhitungan potensi pajak dapat dilakukan 
dengan melakukan survei dan observasi terhadap objek dan subjek pajak, 
kemudian dilakukan perhitungan potensi pendapatannya (Jamil dkk, 2015). 
Penentuan potensi BPHTB dapat dilakukan dengan melakukan survei dan 
observasi di Kantor Notaris/PPAT yang berhubungan langsung subjek pajak, 
dimana Notaris/PPAT yang menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh 
subjek pajak kepada Pemerindah Daerah.  Data hasil survei tersebut kemudian 
diolah untuk menentukan potensi riil penerimaan pajak BPHTB di Kota Makassar. 
Berangkat dari penjelasan di atas, apabila terdapat selisih yang besar 
antara potensi riil dengan target BPHTB, maka efektivitasnya pun akan berbeda. 
Oleh karena itu, merupakan suatu hal yang menarik untuk mengkaji lebih jauh 
dan mengangkat judul penelitian “Analisis Efektivitas Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan Berbasis Potensi dan Target di Kota Makassar Tahun 
2015-2016”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Bagaimana tingkat pertumbuhan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 




2. Seberapa besar potensi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan di Kota Makassar tahun 2015-2016? 
3. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan berbasis potensi di Kota Makassar tahun 2015-
2016? 
4. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan berbasis target di Kota Makassar tahun 2015-
2016? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut. 
1. Untuk menganalisis tingkat pertumbuhan Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan di Kota Makassar tahun 2015-2016. 
2. Untuk menganalisis potensi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan di Kota Makassar tahun 2015-2016. 
3. Untuk menganalisis efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan berbasis potensi di Kota Makassar tahun 2015-
2016. 
4. Untuk menganalisis efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan berbasis target di Kota Makassar tahun 2015-
2016.  
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
1. Untuk kalangan akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat 




2. Untuk rekan-rekan mahasiswa akuntansi, hasil penelitian ini diharapkan 
dapat menjadi acuan dalam mengadakan penelitian lebih lanjut. 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang potensi 
dan efektivitas pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan oleh 
Pemerintah Daerah Kota Makassar. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Dalam penelitian ini, sistematika penulisan yang akan digunakan adalah 
sebagai berikut. 
BAB I Pendahuluan 
Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan 
penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II Landasan Teori 
Bab ini berisi tinjauan teori dan konsep, penelitian terdahulu, dan 
kerangka pemikiran. 
BAB III Metode Penelitian 
Bab ini berisi rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, 
jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel 
penelitian dan definisi operasional, serta analisis data. 
BAB IV Hasil Penelitian 
Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan 
BAB V Penutup 





2.1  Landasan teori 
2.1.1  Dasar-Dasar Perpajakan 
2.1.2.1 Pengertian Pajak 
Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi 
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Dengan demikian setiap orang yang hidup dalam suatu 
negara pasti dan harus berurusan dengan pajak, baik mengenai pengertian, 
kegunaan dan manfaat serta mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib 
pajak 
Soemahamidjaja (1964:3) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran 
wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan 
norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa 
kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dengan kata lain, pajak 
merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke negara (pemerintah). 
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi), 
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai 
pengeluaran rutin pemerintah (Soemitro, 1977:22). Apabila masih surplus setelah 






Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa: 
1. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang atau peraturan 
yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. 
2. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke negara 
(pemerintah). 
3. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah dan jika masih 
surplus, digunakan untuk "public investment". 
4. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan secara langsung 
adanya jasa timbal (kontra prestasi) kepada individu pembayar pajak, 
tetapi ditujukan secara kolektif atau kepada anggota masyarakat secara 
keseluruhan. 
2.1.2.2 Fungsi Pajak 
Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend 
(Resmi, 2009:3). 
1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 
Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu 
sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin 
maupun pembangunan. 
2. Fungsi Regulerend (Mengatur)  
Pajak mempunyai fungsi regulerend artinya pajak sebagai alat untuk 
mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial 





2.1.2.3 Teori Pembenaran Pemungutan Pajak 
Terdapat lima teori yang menjadi dasar pembenaran pemungutan pajak, 
yakni teori asuransi, teori kepentingan, teori gaya pikul, teori kewajiban pajak 
mutlak, dan teori asas daya beli (Tjahyono, 2000:4). 
1. Teori Asuransi 
Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara diibaratkan 
sebagai pembayaran premi asuransi. Pembayaran premi ini dilakukan 
karena negara bertugas melindungi rakyat dan harta bendanya. 
Perbedaan yang utama adalah dalam asuransi jika terjadi musibah akan 
menerima ganti rugi, tetapi dalam pajak, negara tidak akan memberikan 
ganti rugi bilamana rakyat mendapat musibah. 
2. Teori Kepentingan 
Teori ini dalam ajarannya yang semula, hanya memperhatikan 
pembagian beban pajak yang harus dipungut dari penduduk seluruhnya. 
Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-
masing  dalam  tugas tugas pemerintah, termasuk juga perlindungan 
atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. 
3. Teori Gaya Pikul 
Bahwa pemungutan pajak didasarkan pada gaya pikul (kekuatan) 
masing-masing wajib pajak. Untuk mengukur gaya pikul seseorang 
dapat digunakan antara lain: jumlah penghasilan, kekayaan, belanja 
atau pengeluaran, dan jumlah keluarga. 
4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti) 
Rakyat membayar pajak kepada negara menunjukan rasa bakti 
rakyat/warga kepada negaranya. Sedangkan negara mempunyai hak 




5. Teori Asas Daya Beli 
Teori ini menitikberatkan ajarannya kepada fungsi kedua dari 
pemungutan pajak, yaitu fungsi mengatur. 
2.1.2.4 Jenis-Jenis Pajak 
Pajak dapat  dikelompokkan ke dalam  tiga kelompok,  yaitu  menurut  
golongan,  sifat,  dan pemungut serta pengelolanya (Waluyo, 2008:12).  
a. Pajak menurut golongan terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung. 
1. Pajak Langsung 
Pajak  yang  harus dipikul dan ditanggung oleh wajib pajak dan 
tidak bisa dibebankan kepada pihak lain. Contoh:  Pajak  
Penghasilan.   
2. Pajak Tidak Langsung  
Pajak  tidak  langsung  adalah  pajak  yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  
b. Menurut sifat terdiri dari pajak subjektif dan objektif 
1. Pajak Subjektif  
Pajak  Subjektif  adalah  pajak  yang  memperhatikan  pada 
keadaan  pribadi  wajib  pajak  atau pengenaan pajak yang 
memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan.  
2. Pajak Objektif  
Pajak  Objektif  adalah pajak yang  pengenaaanya memperhatikan  
kepada  objeknya  baik  itu  berupa benda,  keadaan,  perbuatan  
atau  peristiwa  yang mengakibatkan  timbulnya  kewajiban  
membayar pajak,  tanpa memperhatikan keadaan subjek pajak 
maupun tempat tinggalnya. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan 




c. Pajak menurut pemungut dan pengelola terdiri dari pajak pusat dan 
pajak daerah. 
1. Pajak Pusat  
Pajak Negara atau Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh 
pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 
negara pada umumnya. 
1) Pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak  
a) Pajak Penghasilan  
b) Pajak Bumi dan Bangunan  
c) Bea Materai  
2) Pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai)  
a) Barang impor dari luar negeri 
b) Tembakau dan minuman beralkohol 
2. Pajak Daerah  
Pajak Daerah yaitu pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti 
provinsi, kabupaten maupun kota berdasarkan Peraturan Daerah 
masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah 
tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah terdiri dari:  
1) Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi) 
Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air 
Permukaan, dan Pajak Rokok.  
2) Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota)  
Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam 




Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 
2.1.2.5 Asas-Asas Pemungutan Pajak 
Pemungutan pajak harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan 
ukuran untuk menentukan adil tidaknya suatu pemungutan pajak. Berikut empat 
asas dalam pemungutan pajak (Bohari, 2012:41). 
1. Equality (Asas Persamaan) 
Asas ini menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak tiap 
negara sumbangannya kepada negara sebanding dengan kemampuan 
mereka masing-masing, yaitu sehubungan dengan keuntungan yang 
mereka terima di bawah perlindungan negara. Yang dimaksud dengan 
"keuntungan" disini adalah besar kecilnya pendapatan yang diperoleh di 
bawah perlindungan negara. Dalam asas equality ini tidak diperbolehkan 
suatu negara mengadakan diskriminasi di antara wajib pajak. 
2. Certainty (Asas Kepastian)  
Asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak harus jelas dan pasti 
tentang waktu, jumlah, dan cara pembayaran pajak. Dalam asas ini 
kepastian hukum sangat dipentingkan terutama mengenai subjek dan 
objek pajak. 
3. Conveniency Of Payment (Asas Menyenangkan) 
Pajak seharusnya dipungut pada waktu dengan cara yang paling 
menyenangkan bagi para wajib pajak, misalnya: pemungutan Pajak 
Bumi dan Bangunan terhadap para petani, sebaiknya dipungut pada 






4. Low Cost Of Collection (Asas Efisiensi) 
Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih 
dari hasil pajak yang akan diterima. Pemungutan pajak harus 
disesuaikan dengan kebutuhan anggaran belanja negara. 
2.1.2.6 Sistem Pemungutan Pajak 
Menurut Mardiasmo (2011:9), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 
tiga, yaitu Official Assessment System, Self Assessment System, dan With 
Holding System. 
1. Official Assessment System 
Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada 
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 
oleh wajib pajak. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang 
ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah 
dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 
2. Self Assessment System 
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib 
pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Ciri-
cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang 
ada pada wajib pajak sendiri. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, 
menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak ikut 
campur dan hanya mengawasi. 
3. Withholding System 
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 
ketiga (bukan fiskus atau bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk 
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Wewenang 
menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak, ketiga pihak 




2.1.2.7 Tarif Pajak 
Pajak dipungut berdasarkan tarif. Tarif pajak merupakan ukuran atau 
standar pemungutan pajak. Ada empat macam tarif pajak, yaitu tarif proporsional, 
tarif tetap, tarif progresif, dan tarif degresif. 
1. Tarif Proporsional 
Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang 
dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional 
terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 
2. Tarif Tetap 
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang 
dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 
3. Tarif Progresif 
Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai 
pajak semakin besar. 
4. Tarif Degresif 
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai 
pajak semakin besar. 
 
2.1.2  Pendapatan Asli Daerah 
Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli 
Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah 
sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja 




pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi 
daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Darise, 
2009:48). 
Pendapatan asli daerah berasal dari 4 sumber (Darise, 2009:43). 
a. Pajak daerah, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang 
dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah di 
daerah dan pembangunan daerah. 
b. Retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu hasil 
penyertaan pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik 
Negara/Daerah/Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat. 
d. Lain-lain PAD yang sah, yaitu PAD yang tidak termasuk pada kelompok di 
atas pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan. Jenis-jenis terdiri dari hasil penjualan aset 
daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran, hasil 
pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak 
dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti 
rugi, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat 
dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah, 
penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang 
asing, pendapatan Pemda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, 




jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas 
umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan 
pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 
 
2.1.3  Retribusi Daerah 
2.1.3.1 Pengertian Retribusi Daerah 
Retribusi Daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara 
karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya 
secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya 
yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. (Siahaan, 
2005:5) 
Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, Retribusi Daerah 
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 
tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan (Siahaan, 2005:7). Beberapa ciri yang 
melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai 
berikut. 
1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-
undang dan peraturan daerah yang berkenaan. 
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas Pemerintah Daerah. 
3. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) 
secara langsung dari Pemerintah Daerah atas pembayaran yang 
dilakukannya. 
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh 




5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi daerah adalah sanksi secara 
ekonomis yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh 
jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 
 
2.1.3.2 Objek dan Golongan Retribusi Daerah 
1. Objek Retribusi Daerah 
Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa 
objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh 
pemerintah daerah. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga 
golongan sebagai berikut (Siahaan, 2005:434). 
a. Jasa Umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah 
daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum antara lain meliputi 
pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan.  
b. Jasa Usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan 
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 
disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi 
penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, 
penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat 
pencucian mobil, dan penjualan bibit. 
c. Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam 
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang 
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan 
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber 
daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna 




2. Golongan Retribusi Daerah 
Golongan retribusi daerah sesuai Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 
pasal 18 ayat 2 dibagi atas tiga golongan. 
a. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati 
oleh orang pribadi atau badan. 
b. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retrubusi atas jasa yang disediakan oleh 
pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada 
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 
c. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu 
pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi 
atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 
pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas 
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan. 
 
2.1.4  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
2.1.4.1 Pengertian BPHTB 
Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009, Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas 
tanah dan bangunan, sedangkan perolehan hak atas tanah dan bangunan 
adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya atau 
dimilikinya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak 
atas tanah adalah hak atas pengelolaan dan bangunan di atasnya, sebagaimana 
dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 




Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang perubahan 
kedua dari Undang-Undang No. 34 tahun 2000 yang sebelumnya telah terjadi 
perubahan pertama pada potensi Undang-Undang No. 18 tahun 1997, Pajak 
Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah Kontribusi Wajib kepada daerah 
yang terutang oleh Objek Pajak (OP) atau Badan. Pajak ini bersifat memaksa 
berdasarkan undang-undang, dengan tidak  mendapatkan imbalan secara 
langsung dan dapat digunakan untuk keperluan daerah, bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengatur tentang Pemungutan 
Pajak dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Daerah di Wilayahnya. Hal yang 
paling terlihat pada perubahan undang-undang ini adanya dua jenis Pajak Pusat 
yang dialihkan ke Pemerintah Daerah yaitu Pajak Bumi Bangunan (PBB) Sektor 
Pedesaan dan BPHTB. BPHTB di kelola oleh pemerintah pusat melalui kantor 
pelayanan pajak sebelum diserahkan untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
2.1.4.2 Objek BPHTB 
Yang menjadi objek pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 
tentang BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang meliputi: 
a. Pemindahan hak karena: 
1. Jual beli 
2. Tukar menukar 
3. Hibah 
4. Hibah wasiat 
5. Waris 
6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainya 
7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan 




9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap 
10. Penggabungan usaha 
11. Peleburan usaha 
12. Pemekaran usaha 
13. Hadiah 
b. Pemberian hak baru karena : 
1. Kelanjutan pelepasan hak 
2. Di luar pelepasan hak 
Sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2000, ada 
enam hak atas tanah yang perolehannya merupakan objek BPHTB (Siahaan, 
2003:65). Keenam hak yang menjadi objek BPTHB diuraikan sebagai berikut. 
a. Hak milik 
b. Hak guna usaha 
c. Hak guna bangunan 
d. Hak pakai 
e. Hak milik atas satuan rumah susun 
f. Hak pengelolaan 
Adapun objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB diuraikan sebagai 
berikut (Siahaan, 2003:63). 
1. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal 
balik. 
2. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau pelaksanaan 
pembangunan guna kepentingan umum. 
3. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh 




melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau 
perwakilan organisasi tersebut. 
4. Orang pribadi atau badan karena konversi hak dan perbuatan  hukum 
lain dengan tidak adanya perubahan nama. 
5. Orang pribadi atau badan karena wakaf. 
6. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. 
 
2.1.4.3 Subjek BPHTB 
Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 tentang BPHTB, subjek 
pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah 
dan/atau bangunan yang dikenakan kewajiban membayar pajak. 
2.1.4.4 Dasar Pengenaan BPHTB 
Yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak 
(NPOP). NPOP ditentukan sebesar: 
1. Harga transaksi, dalam jual beli 
2. Nilai pasar objek pajak dalam hal: 
a. Tukar-menukar 
b. Hibah 
c. Hibah wasiat 
d. Waris 
e. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya 
f. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak 
g. Peralihan  hak  karena  pelaksanaan  putusan  hakim  yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap 





i. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak  
j. Penggabungan usaha 
k. Peleburan usaha 
l. Pemekaran usaha 
m. Hadiah 
3. Harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang dalam hal: 
penunjukan pembeli dalam lelang 
4. Nilai jual objek pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB), apabila 
besarnya NPOP sebagaimana dalam point 1 dan 2 tidak diketahui atau 
NPOP lebih rendah daripada NJOP PBB 
2.1.4.5 Tarif Pajak BPHTB 
Tarif Pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya BPHTB terutang 
adalah tarif tunggal. Besarnya Tarif Pajak BPHTB menurut Undang-Undang No. 
28 Tahun 2009 adalah sebesar 5%. Adapun perhitungannya dalam rumus adalah 
sebagai berikut (Kosasih dkk, 2012). 
 
BPHTB =NPOPKP X 5% 
NPOPKP = NPOP – NPOPTKP 
Atau 
BPHTB = 5% X (NJOP – NPOPTKP) 
 
Keterangan: 
BPHTB = Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
NPOP = Nilai Perolehan Objek Pajak 
NPOPTKP = Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak  
NPOPKP = Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak   
NJOP = Nilai Jual Objek Pajak 
 
Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 
ditetapkan sebesar Rp 60.000.000 untuk setiap Wajib Pajak. Dalam hal 





masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu 
derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, 
termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp300.000.000 
 
2.1.5  Potensi 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1096), potensi adalah 
kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, 
kesanggupan, dan daya. Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, 
hanya belum didapat atau diperoleh di tangan (Mahmudi, 2009:48). Potensi 
BPHTB yaitu kemampuan yang  sudah dimiliki retribusi BPHTB untuk menjadi 
sektor andalan bagi pendapatan Pemerintah Kota Makassar apabila dikelola dan 
dikembangkan dengan baik. 
Potensi riil pendapatan suatu daerah dapat diketahui dengan melakukan 
identifikasi dan perhitungan potensi. Perhitungan potensi pendapatan dapat 
dilakukan dengan survei dan observasi terhadap objek dan subjek pajak 
kemudian dilakukan perhitungan potensi pendapatannya (Jamil dkk, 2015). 
Penentuan potensi BPHTB dapat dilakukan dengan melakukan survei dan 
observasi terhadap objek dan subjek pajak, kemudian dilakukan perhitungan 
potensi terhadap hasil data survei yang diperoleh. 
Potential loss adalah selisih antara potensi pajak dengan realisasi 
penerimaan pajak. Hal ini dapat disebabkan karena ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku, kerugian karena tindakan aparat 
pajak, dan kerugian karena tindakan wajib pajak. Namun, untuk pajak BPHTB, 






2.1.6  Target 
Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (2008: 1404), Target adalah 
sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai. Target adalah 
bagian dari rencana yang sudah disusun secara terukur yang akan dicapai 
secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Realisasi adalah hasil nyata dari 
penerimaan atas suatu target yang telah diperhitungkan. Target BPHTB 
mengacu pada realisasi penerimaan tahun lalu, dan mempertimbangkan 
berbagai aspek lain, seperti keadaan ekonomi, prediksi daya beli masyarakat, 
serta beberapa kajian lainnya.  
 
2.1.7  Efektivitas 
Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian 
dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan 
hasil yang sesungguhnya dicapai. Secara umum, efektivitas menunjukkan 
sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan ataupun target yang terlebih 
dahulu ditentukan.  
Jika efektivitas dikaitkan dengan pajak, maka efektivitas pajak adalah 
perbandingan antara penerimaan pajak dengan potensi dan target penerimaan 
pajak itu sendiri. Efektivitas mengukur hasil pungutan pajak dengan potensi 
ataupun target pajak itu sendiri. Efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan menggambarkan pencapaian realisasi penerimaan BPHTB sesuai 
dengan potensi dan target yang ada. Semakin kecil angka efektivitas berarti 








2.2  Penelitian Terdahulu 
Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan 
penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berikut beberapa 




Judul dan Penulis 
Variabel 
Penelitian 
Alat Penelitian Hasil Penelitian 
Kontribusi 
Penerimaan Bea 

















Analisis kontribusi  Kontribusi BPHTB 
terhadap PAD kota 
Malang dari tahun 2011-
2014 memiliki kontribusi 
sedang, dimana paling 
dominan pada tahun 
2013 sebesar 36,78%. 
Analisis Efektivitas 
Penerimaan Bea 

















 Persentase efektivitas 
penerimaan BPHTB 
Kota Malang tahun  
2011-2014 memiliki  
ratarata 121,94% 
dengan kriteria sangat 
efektif. 
 Persentase kontribusi 
penerimaan BPHTB 
terhadap Pendapatan 
Pajak Daerah Kota 
Malang tahun 2011-
2014 memiliki rata-rata 





Perolehan Hak Atas 
Tanah dan 
Bangunan Sebagai 











 Efektivitas tahun 2008-
2010 adalah sangat 
efektif. Setelah menjadi 
pajak daerah tahun 
2011, tingkat efektivitas 
sebesar 2,54% atau 
tidak efektif dan tahun 
2012 sebesar 177,55% 
atau sangat efektif 
 Efisiensi tahun 2011 dan 
2012 sangat efisien. 
Tahun 2011 sebesar 
56,92% atau cukup 
efisien dan tahun 2012 





Secara garis besar, ketiga penelitian di atas memiliki persamaan dengan 
penelitian ini, yaitu BPHTB sebagai objek penelitiannya. Perbedaannya terletak 
di variabel dan alat penelitiannya. Adapun perbedaan tersebut akan diuraikan 
sebagai berikut. 
1. Penelitian pertama dengan judul “Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di 
Kota Malang Periode 2011-2014”, memiliki variabel penelitian kontribusi 
BPHTB terhadap PAD dengan menggunakan analisis kontribusi. Variabel 
dan metode analisis tersebut tidak digunakan dalam penelitian ini. 
Sedangkan variabel dan metode analisis untuk potensi dan efektivitas 
BPHTB yang digunakan dalam penelitian ini, tidak terdapat pada 
penelitian terdahulu yang pertama. 
2. Penelitian kedua dengan judul “Analisis Efektivitas Penerimaan Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Kontribusinya Terhadap 
Pendapatan Pajak Daerah di Kota Malang Periode 2011-2014”, memiliki 
variabel penelitian yang sama yakni efektivitas BPHTB. Namun, meskipun 
variabel ini sama, metode penelitiannya berbeda. Pada penelitian 
terdahulu ini efektivitas BPHTB hanya diperoleh berdasarkan 
perbandingan antara realisasi dan target BPHTB yang dikeluarkan oleh 
Dispenda tanpa memperhitungkan potensi riil BPHTB. Selain itu, variabel 
penelitian kontribusi BPHTB juga tidak digunakan dalam penelitian ini.  
3. Penelitian ketiga dengan judul “Potensi dan Efektivitas Pemungutan Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah di 
Kabupaten Kayong Utara”, memiliki variabel dan alat analisis yang sama 
yakni analisis potensi dan efektivitas BPHTB. Namun analisis potensi 




menghitung efektivitas BPHTB. Dengan kata lain, analisis efektivitasnya 
hanya berbasis target. Selain itu yang berbeda ialah analisis efisiensi 
BPHTB yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 
 
2.3  Kerangka Pemikiran 
Retribusi daerah sebagai sumber potensial penerimaan daerah harus 
dimaksimalkan perolehannya guna pembiayaan pembangunan daerah. BPHTB 
sebagai salah satu retribusi daerah yang berperan serta dalam pembiayaan dan 
pembentukan perekonomian daerah sehingga pelaksanaan pemungutannya 
harus diperhatikan agar penerimaan retribusi yang diperoleh benar-benar 
menggambarkan potensi daerah tersebut. 
Analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-
permasalahan yang ada adalah analisis potensi guna mengetahui potensi 
penerimaan BPHTB secara nyata. Analisis ini diperkuat dengan adanya data 
empirik yang berhubungan dengan perhitungan potensi BPHTB dan kajian teori 
yang ada terkait penelitian mengenai BPHTB. Bila hasil perhitungan potensi 
BPHTB telah didapatkan maka akan dapat pula diukur berapa efektivitas dari 
BPHTB. Efektivitas dari BPHTB dihitung berdasarkan perbandingan antara 
besarnya realisasi penerimaan BPHTB dengan besarnya target yang dikeluarkan 
oleh Pemerintah Daerah dan besarnya potensi riil penerimaan BPHTB.  
Dengan melihat landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu yang 
telah disampaikan sebelumnya, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran 











































3.1 Rancangan Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kuantitatif dan 
kualitatif yang bila ditinjau dari tujuan dan sifatnya, penelitian ini bersifat  
deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengamatan untuk 
mendapatkan keterangan keterangan terhadap suatu masalah tertentu serta 
untuk mendapatkan gambaran tentang potensi dan efektivitas BPHTB sebagai  
salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar. 
 
3.2 Tempat dan Waktu 
 Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) 
yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo No. 8 Kota Makassar. Penelitian ini 
dilakukan pada bulan April-Juni 2017 yang bertujuan untuk memperoleh data-
data yang diperlukan. 
 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
3.3.1   Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  
a. Data Kualitatif 
Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. 
Jenis data kualitatif ini ialah data sekunder yaitu data yang telah 





b. Data kuantitatif 
Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka-angka atau data 
kualitatif yang disajikan dalam bentuk angka. 
3.3.2   Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.  
a. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil 
wawancara dan dokumentasi terhadap objek penelitan. Dalam penelitian 
ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan 
staf Dispenda dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diambil dari catatan atau sumber 
lain yang telah ada dan sudah diolah oleh pihak  ketiga secara berkala 
(time  series), untuk melihat perkembangan objek penelitian selama 
periode tertentu. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dua 
sumber yaitu dari Dispenda dan dari Kantor Notaris/PPAT. Data dari 
Dispenda yaitu data target dan realisasi penerimaan BPHTB. Sedangkan 
data dari Kantor Notaris/PPAT yaitu data transaksi terkait perolehan hak 
atas tanah dan/atau bangunan (nilai transaksi, NJOP, dan nilai pajak 
BPHTB) 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh informasi dan data yang akan dikelola dalam 






a. Penelitian Kepustakaan 
Penelitian kepustakaan (library research) merupakan bentuk 
pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur, 
karya-karya ilmiah, serta bacaan-bacaan lain yang berkaitan dengan 
penulisan. 
b. Penelitian Lapangan 
Penelitian lapangan (field research) merupakan suatu metode 
pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung 
objek penelitian yang diteliti dengan cara observasi, interview, dan 
dokumentasi yang dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Makassar dan Kantor Notaris/PPAT. 
 
3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
a. Potensi BPHTB adalah perkiraan jumlah riil dari retribusi BPHTB yang 
dapat dipungut oleh DISPENDA Kota Makassar, yang diperoleh dari hasil 
perhitungan berdasarkan rumus serta hasil wawancara dengan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang merupakan perantara DISPENDA 
dengan subjek pajak dalam memungut BPHTB. 
b. Target BPHTB adalah nilai nominal dari retribusi BPHTB yang 
dikeluarkan oleh DISPENDA Kota Makassar untuk direalisasikan. 
c. Efektivitas BPHTB berbasis potensi adalah perbandingan antara realisasi 
penerimaan dengan potensi BPHTB. 
d. Efektivitas BPHTB berbasis target adalah perbandingan antara realisasi 





3.6 Analisis Data 
Berdasarkan  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  
metode  deskriptif, maka untuk menganalisis data yang telah terkumpul, data 
diolah dengan menghitung data-data yang berbentuk kuantitatif. Penelitian 
kuantitatif adalah penelitian dengan menggunakan model matematis, statistik, 
atau komputer yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari 
pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut hingga penampilan dari 
hasilnya. Jadi, metode deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan dan 
mengungkapkan suatu masalah, keadaan, peristiwa sebagaimana adanya yang 
diwakili dengan angka. 
Adapun langkah-langkah dalam menganalisis datanya adalah sebagai 
berikut. 
1. Mencari data dan menghitung potensi retribusi BPHTB di Kota 
Makassar. 
2. Mencari data target retribusi BPHTB di Kota Makassar. 
3. Mencari data realisasi retribusi BPHTB di Kota Makassar. 
4. Menghitung pertumbuhan penerimaan retribusi BPHTB di Kota 
Makassar. 
5. Menghitung efektivitas penerimaan BPHTB berbasis potensi di Kota 
Makassar. 
6. Menghitung efektivitas penerimaan BPHTB berbasis target di Kota 
Makassar. 







1. Analisis Perhitungan Pertumbuhan Penerimaan BPHTB 
Untuk menghitung Pertumbuhan Penerimaan BPHTB, digunakan rumus 





 X  100% 
 
Keterangan: 
P      = Persentase pertumbuhan penerimaan BPHTB 
X      = Penerimaan BPHTB tahun bersangkutan  
x(t-1)   = Penerimaan BPHTB tahun sebelumnya 
 
2. Analisis Perhitungan Potensi Penerimaan BPHTB  
Dalam melakukan analisis perhitungan potensi penerimaan BPHTB, 
dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 
a. Menentukan kantor Notaris/PPAT yang akan diteliti potensi 
penerimaan BPHTB nya. 
b. Mengumpulkan data transaksi terkait BPHTB tahun 2015-2016. 
c. Menghitung total transaksi/NPOPKP tahun 2015-2016. 
d. Menghitung potensial loss tiap transaksi, yang berasal dari hasil 
kajian dan wawancara langsung dengan staf kantor Notaris/PPAT. 
e. Menghitung potensi BPHTB untuk kantor Notaris/PPAT 
f. Menghitung potensi BPHTB untuk Kota Makassar. 
Adapun perhitungan potensi BPHTB berdasarkan langkah-langkah di 
atas, dituangkan dalam rumus di bawah ini (Rizaldy, 2015). Rumus ini 
dikembangkan dari rumus untuk menghitung potensi retribusi parkir. Karena 
potensi BPHTB mirip dengan potensi retribusi parkir sehingga penelitian ini 









PBPHTBn= (Y + PL) x T 
      PBPHTBM = (N – n) x PBPHTBn 
PL = NP – NPOPKP 
 
Keterangan: 
PBPHTBn  = Potensi BPHTB kantor Notaris/PPAT 
PBPHTBM = Potensi BPHTB kota Makassar 
Y         = Total nilai transaksi/NPOPKP kantor Notaris/PPAT 
PL         = Potensial loss 
T         = Tarif pajak BPHTB (5%) 
N         = Berkas transaksi BPHTB Kota Makassar 
n          = Berkas transaksi BPHTB Kantor Notaris/PPAT 
NP         = Nilai pasar properti 
NPOPKP  = Nilai perolehan objek pajak kena pajak 
Ada banyak hal yang dapat menimbulkan hilangnya potensi (potensial 
loss) penerimaan BPHTB, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja oleh Wajib 
Pajak (WP). Beberapa hal yang dapat menimbulkan potensial loss antara lain 
permintaan WP untuk menurunkan nilai transaksi dari yang seharusnya, nilai 
transaksi yang lebih rendah dari nilai pasar, dsb. 
Nilai pasar didefinisikan sebagai harga paling memungkinkan yang dapat 
diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti. Nilai pasar 
merupakan harga terbaik yang dapat diperoleh oleh penjual secara wajar dan 
harga yang paling menguntungkan yang dapat diperoleh oleh pembeli secara 
wajar pula. Nilai pasar diestimasi melalui penilaian sesuai dengan lokasi dan 
luas/ukuran properti tersebut. Hal inilah yang ingin dikaji lebih dalam per 










3. Analisis Efektivitas BPHTB Berbasis Potensi 
Secara matematis, efektivitas berbasis potensi merupakan perbandingan 
antara realisasi BPHTB dan potensi BPHTB. Berikut rumus efektivitas BPHTB 
berbasis potensi (Halim, 2004:93). 
 
Efektivitas BPHTB Berbasis Potensi =
Realisasi BPHTB
Potensi BPHTB
  X  100% 
 
4. Analisis Efektivitas BPHTB Berbasis Target 
Efektivitas BPHTB berbasis target merupakan perbandingan antara 
realisasi dan targetnya.  Berikut rumus efektivitas BPHTB berbasis target. 
 
Efektivitas BPHTB Berbasis Potensi =
Realisasi BPHTB
Target BPHTB
  X  100% 
 






>100% Sangat Efektif 
90-100% Efektif 
80-90% Cukup Efektif 
60-80% Kurang Efektif 
<60% Tidak Efektif 
Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (1996) 
 
Tingkatan di atas memperlihatkan bahwa semakin kecil angka efektivitas 






5.1.   Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka disimpulkan 
sebagai berikut. 
1. Pertumbuhan penerimaan BPHTB di Kota Makassar tahun 2015 
mengalami penurunan dengan persentase sebesar -1,69% . Sedangkan 
untuk tahun 2016 mengalami peningkatan dengan persentase sebesar 
25,16%. 
2. Potensi penerimaan BPHTB di Kota Makassar tahun 2015 dan 2016 
masing-masing sebesar Rp182.883.714.315 dan Rp214.000.114.881. 
Sedangkan target penerimaan BPHTB tahun 2015 dan 2016 masing-
masing sebesar Rp228.371.436.037 dan Rp288.766.718.687. Dengan 
melihat proporsi potensi dan target penerimaan BPHTB yang ditetapkan, 
menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah keliru dalam memperhitungkan 
potensi yang ada dalam penetapan target penerimaan BPHTB.  
3. Tingkat efektivitas pemungutan BPHTB berbasis potensi di Kota  
Makassar tahun 2015 dan 2016 dikategorikan cukup efektif dengan 
persentase masing-masing sebesar 82,23% dan 87,96%. 
4. Tingkat efektivitas pemungutan BPHTB berbasis target di Kota  
Makassar tahun 2015 dan 2016 dikategorikan kurang efektif dengan 
persentase masing-masing sebesar 65,85% dan 65,18%. 
5. Rendahnya tingkat efektivitas pemungutan BPHTB berbasis potensi 
maupun target di Kota Makassar tahun 2015 dan 2016 disebabkan oleh 




dilakukan oleh wajib pajak melalui sistem self assessment, tingginya 
tingkat suku bunga, dan banyaknya proyek developer yang ditargetkan 
selesai ternyata belum sepenuhnya selesai. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti 
maka sebagai bahan pertimbangan agar potensi pajak BPHTB dapat lebih 
dioptimalkan, peneliti mengemukakan saran sebagai berikut. 
1. Pemerintah Daerah Kota Makassar harus mengkaji ulang dalam 
penetapan target penerimaan BPHTB agar sesuai dengan potensi riil. 
2. Pemerintah Daerah Kota Makassar harus menaruh perhatian khusus 
terhadap BPHTB sebagai pajak daerah dengan penerimaan tertinggi, 
dengan senantiasa melakukan sosialisai arti pentingnya  pajak terhadap 
pembangunan sehingga wajib pajak sadar membayar pajak. Selain itu, 
perlu adanya peningkatan pengawasan dan memperketat sanksi 
administrasi yang ada terhadap wajib pajak maupun pihak lain yang 
melakukan kecurangan dalam pembayaran BPHTB. 
3. Dalam upaya meningkatkan penerimaan BPHTB, perlu dilakukan 
pengkajian ulang terhadap NJOP agar sesuai dengan nilai pasar. 
4. Untuk meminimalisir kecurangan oleh wajib pajak, transaksi dana oleh 
penjual dan pembeli sebaiknya diwajibkan untuk dilakukan melalui bank 







5.3  Keterbatan Penelitian 
Peneliti menyadari terdapat banyak hal yang menjadi keterbatasan dalam 
penelitian ini. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat 
menyempurnakan penelitian ini dari keterbatasan yang ada di bawah ini.  
1. Penelitian ini hanya untuk kurun waktu dua tahun yaitu tahun 2015-2016. 
2. Dalam perolehan data dari kantor Notaris/PPAT terkendala adanya aturan 
bahwa beberapa data yang ada merupakan rahasia klien yang harus 
dijaga, sehingga tidak bisa dilampirkan. 
3. Data yang digunakan dalam menghitung potensi penerimaan BPHTB 
hanya berasal dari satu kantor Notaris/PPAT. Ada baiknya jika data yang 
digunakan berasal dari beberapa kantor Notaris/PPAT, sehingga bisa 
lebih mewakili potensi penerimaan BPHTB yang ada di Kota Makassar. 
4. Penetapan nilai pasar tanah dan/atau bangunan hanya 
mempertimbangkan lokasi dan luas/ukuran properti yang bersangkutan. 
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Lampiran 4 Hasil Wawancara 
Jumat, 9 Juni 2017 
Pewawancara :  Meigy Thosal 
Informan :  Bapak Ansar H. R., S.E., M.M selaku Kepala Tata Usaha  
UPTD BPHTB Kota Makassar 
 
Meigy :  Bagaimana target penerimaan BPHTB ini ditentukan pak, 
apakah Dispenda yang tentukan? 
Bapak Ansar :  Target BPHTB itu bukan kami yang tentukan dek, tapi jajaran 
Pemerintah Daerah lewat rapat paripurna. Kami ini hanya 
ditugaskan untuk realisasikan target yang mereka tetapkan. 
Meigy :  Kalau begitu kenapa bisa ini target tahun 2015 dan 2016 tidak 
sampai 70% pencapaiannya pak? Apakah memang karena 
target yang terlalu tinggi atau bagaimana pak? 
Bapak Ansar :  Ya, betul itu dek. Ini Pemerintah Daerah ta’ mau dia kasih tinggi 
pendapatan untuk pembangunan, jadinya ini target tinggi sekali, 
padahal sudah berapa tahun ini belum bisa pi tercapai. Tapi 
bukan hanya itu juga dek, suku bunga ini sekarang memang 
lagi tinggi-tingginya. Itumi banyak masyarakat yang lebih pilih 
deposito uangnya di bank daripada na pakai beli rumah. Belum 
lagi ini proyek-proyeknya developer besar kayak Ciputra yang 
mungkin ditarget selesai mi ini tahun na belumpi jadi ternyata. 
Padahal kalau itu sudah selesai semua, banyak bisa na 
sumbang untuk pendapatan BPHTB. 
Meigy : Ohh begitu ya pak. Lalu bagaimana dengan system Self 
Assessment yang digunakan dalam pemungutan BPHTB pak? 
Bukannya itu juga salah satu celah bagi wajib pajak pak? 
Bapak Ansar :  Ya, tepat sekali dek. Itumi yang masyarakatnya kita lakukan 




sesuai dengan harga pasar. Katakan lah di jalan Veteran itu 
ruko dua tingkat bisa laku 2M ke atas, tapi mereka tulis NPOP 
nya cuma 500 juta. Kan tidak masuk akal itu. Tapi mau 
bagaimana, itu tong mi yang mereka anggap sah. Peraturannya 
kita kan bilang yang penting tidak di bawah NJOP. Andaikata di 
bawah NJOP, ya langsung saja nilai NJOP-nya yang dipakai. 
Pokoknya dari masyarakat mi yang harus jujur untuk laporkan 
pajaknya. Karna kalau kita disini yang cuma berapa orang, 
terus mau selidiki satu per satu itu berapa ribu transaksi, terus 
didatangi itu rumah yang dibeli kan tidak mungkin. Itu mami 
kalau ada yang tidak masuk akal sekali nilainya, baru kita utus 
tim yang memang tau soal harga tanah untuk selidiki. 
Meigy :  Kira-kira apa upaya yang sudah dilakukan oleh UPTD BPHTB 
untuk tingkatkan penerimaan BPHTB pak? 
 Bapak Ansar :  Banyakmi dek. Itu tadi yang tim khusus. Kita juga sudah 
tingkatkan pelayanan supaya masyarakat senang, jadi rajin 
bayar pajak, patuh  Belum lagi sosialisasi-sosialisasi yang  
sudah kami lakukan selama ini.  
Meigy : Ohh iya pak, bagaimana dengan Notaris/PPAT yang 
transaksinya sering di bawah NJOP atau tidak sesuai dengan 
nilai pasar? 
Bapak Ansar :  Betul, memang ada beberapa notaris yang seperti itu dek. 
Nilainya kadang-kadang tidak sesuai nilai pasar, malah kadang 
di bawah NJOP. Tapi kita tidak boleh juga salahkan mereka. 
Karna kadang penjual-pembeli yang sekongkol untuk kasi turun 
harga belinya, apalagi kalau baku teman atau keluarga. Kan 
notaris hanya tau tulis sesuai dengan yang kliennya bilang. 
Cuma tetap, kalau ada notaris yang kayak begitu, tetap kita 
tegur, kenapa ini rendah-rendah pembayarannya bos, kasih 
tinggi-tinggi dulu sedikit, tidak capai target nanti hahaha. 
 
